
PERATURAN DABRAII PROPINSI JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2OO1

TENTANG

PNNETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
RADEN MATTAIIER JAMBI

SEBAGAI UNTT SWADANA DAE.RAH

DINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran
pelaksanaan fugas serta fungsi Rumah Sakit Umum
Raden Mattaher .Iambi untuk memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat secara berdayagxrna dan
berhasilguna, maka perlu menetapkan Rumah Sakit
Umum Raden Mattaher sebagai Unit Swadana Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut
pada sub a diatas, perlu menetapkan peraturan Daerah.

I\,tengingat : 1. Undang-undang Nomor 6l Tahun l95g tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
.1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-
rurdang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1lZ);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun lgg| tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nornor 100;
Tambalun Lemba; an Negar a )rlull.Lof 3495);



3. Undang-undang Nomot' 22 Tahun'1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, 'Iambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

4., Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38a8);

5. Pemturan Pemerintah Nomor 7 fahun 1987 tentang Penyerahan
sebagian urusiul Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada
Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3347);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022);

7" Pemturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung Jawaban Keuangan, Daerah (Lembaran Negara
'Iahun 2000 Nomor 242, Tambahan I-,embaran Negara Nomor 4022);

8" Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana
dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;

9. Keputusan Presiden }lomor 44 Tahun lggg tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lernbaran Negara'fahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun [993 tentang
Penempan dan Penatausahaan sena Penanggung jawabau Keuangarr
Unit Swadana Daerah;
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12. Instruksi Menteri Dalam Neger.i Nomor 5 Tahun 1994
tentang Pelaksa{r4an Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nornor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan
Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan
Unit Srvadana Daerah:

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK,03/
1998 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pelayanan

. Kesehatan;

14. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 10 Tahun
2001 tentang Biayir 'Pe:layanan dan Perawatan
Kesehatan pada Rurnah Sakit Umum Raden Mattaher.

Dengan persetujuan

DN\4/AN PERWAKILAN RAKYA'T DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUT USKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMI]M
RADEN MATTAHER JAMBI SEBAGAI T]NIT
SWADANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMU]U

Pasal 1

Dalam Peraturan f)aerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Fropinsi Jambi; 
.

h Gubernur adalah Gubemur Propinsi.Iamhi:



e.

c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. RsIJ Raden Mattirher Jambi adalah Rumah sakit umum Milik
Pemerintah Propinsi Jambi;

tlnit swadana Daerah adalah satuan Kerja Daerah tertentu yang
diberl wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya
guna keperluan operasionalnya secara langsung;

Biro Keuangan adalah Biro Keuangan sekretariat Daerah propinsi
Jambi;

BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Jarnbi;

Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai
imbalan untuk pelayanan, baik berupa barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh RSU Raden Mattaher Jambi dalam menjalankan
fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan/atau Dinasi
Lembaga/satuan kerja daerah lainnya, kecuari penerimaan atas
tindakan operasi, Hemodialisa, partus dan jasa visite dokter untuk
kelas I keatas;

Penerimaan umum/Lainnya adalah berupa penerimaan yang bukan
me4iadi tugas pokok RSU Raden Mattaher Jambi seperti dari
penyewaan fasilitas lain, parkir dan lain-lain;

Dana srvadana aclalah Penerimaan Fungsional dan penerimaan
umum/Lainnya yang diterirna oleh RSU Raden Mattaher .Iambi dari
kegiatan pemberian pelayanannya; 4

Daftar usulan Rencana Kegiatan yang selanFitnya disebut
DURK adalah Daftar yang memuat rencana penerineaan dan
pengeluaran secara rinci yang diajukan oleh RSLI Raden lv{attraher
Jambi kepada Gubernur guna mendapatkan persetujuan dan
pengesahannya;

(}

h
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L Daftar Rencana Kegiatan yang 'selanjutnya disebut DRK adalah
Daftar )iang rnemuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari RSLI
Raden Mattaher Jambi yang disahkanoleh Gubernur;

surat Pengesahan DRK yang selanjufnya disebut sp * DRK adalah
surat Pengesahan yang ditanda tangani Gubemur atas Daftar Rencana
Ke{a (DRK) RSU Raden Mattaher Jarnbi;

.'
surat Perintah Membayar uang (sPMu) pengesahan adarah surat
Per-intah Membayar uang yang diterbitkan oleh Biro Keuangan setda
Propinsi Jambi untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran RSU
Raden lr4attahsr Jambi sebagai penerimqsn dan pengeluaran dalam ApBD;

Apnn adalah anryaran Pendapatan dan Relar{a Daerah proprui Jarlbi;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jambi.

o,

-" P,

BAB II
UNIT SWADANA DAERAII

Pasal 2

(l) Dengan Peraturan Daerah ini RSU Raden Mattaher Jambi ditetapkan
menjadi Unit Swadana Daerah.

(2) RSU Raden Mattaher Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini diberi .wewonang untuk menggunakan penerimaan
fungs.ional dan penerimaan umum/lainnya unfuk keperluan
operasionalnya sendiri secara langsung.

.* . tsAB III
PENATAU**T o^ ;:$ffilffHo^*** KEUANGAN

Tahun Anggaran
Pasal 3 i ,,

'I"ahurr Anggaran RSL Ratlerr ,\Iattaher janrbi ,lirnuiar ranggai I Januar,
sid tanggal 31 Desember tahun yang sama.
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BagianKedua .,.j ,: ,,' Daftar Urutan Rencann Serja,.. ,,

'Pasal ,4,., .r, , ,l r; t,", ',

(1) setiap Tahun Anggaran RSU R.aden Mattaher Jambi menyusun
DURK;

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dibahas
dengan satuan ke{a daerah lainnya yang terkait; 

-

(3) DrJRK yangtelah dibahas, dituangkan dalam DRK dan disampaikan
kepada Gubemur untuk mendapatkan pengesahanny; 

,

(4) DRK yang telah mendapatkan sp * DRK dapat dilaksanakan segera
mulai awal Tahun Anggaran berkenaan;

(5) SP * DRK dituangkan dalam ApBD;

(6) Penyampaian DURK sebagaimana dimaksud pada ayat(3) pasal ini
selambat-lambatnya 4 (ernpat) bulan sebelum unggurun aimutai;

(7) DURK Tahun Anggaran berikutnya disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 3l Agustus T'ahun Anggaran Lerkenaan, kepada
Gubenrur dan apabila setelah tanggal tersebut belurn diterima bteh
Gubernur maka untuk RSU Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran
berikutnya dialokasikan sama dengan pagu DRK Tahrur an[garan
berkenaan;

(8) Gubernur menerbitkan Sp
kepada,:

*'DRK rangkap 4 dan disampaikan

a" RSU Raden Mattaher Jambi
b. Biro Keuangan
c. Dinas Pendapatan : , '

d. Dinas/Satuan Kerja Daerah Lainnya
e" iladan Pe,ngawasan Daerah

,ii

Lembar ke-l
Lembar ke-2
Lembar ke-3
Lembar ke-4
Lembar ke,5



(9) Jumlah Anggaran RSU Raden Mattaher Jambi yang tercanturn
dalam SP-DRK adalah inerupakan target penerim"zlari dari batas
tertinggi masing-masing pengeluaran bagi RSU''Raden Mattaher
Jarnbi; :'

(|0)Bentuk DURI(, DRK, SP-DRK, SPMU, pengesahan biaya dan
laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran RSU Raden h4attaher
Jambi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perahnan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 5

( l) Penerimaan Fungsional dan Penerimaan umum/lainnya RSU Raden
Mattaher Jambi dianggarkan dalarn APBD pada Bagian I.z
Pendapatan Asli Daerah Pos 4 Penerimaan dari Dinas-dina.s pad4
ayat cadangan yang tersedia dengan uraian "Penerimaan RSU Raden
Mattaher Jambi" meliputi Penerimaan Fungsional dan penerim&an
Lainnya antara lain : retribusi, arnbulance, hostel, sewa kantin, sewa
wartel, sewa apotek, dan lainJain;

(lZ) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tidak
disetorkan ke Kas Daerah;

(3) Pengeluaran untul< keperluan kegiatan RSI-I Raden Mattaher Jambi
dianggarkan dalam APBD pada BagianiPos yang berkenaan;

(4) Penerimaan dan Pengeluaran RSU Raden Mattaher Jambi
dianggarkan dalam APBD secara Bruto;,

(5) Khusus untuk rencana Penerimaan dan Pengeluaran RSU Raden
Mattaher Jambi dianggarkan dalarn APBD Tahun Anggaran

. berkenaan, disediakan bukan untuk dibahas tetapi semat;#ata
menyajikan ranrbahan rnlbnnasi,



(6) T'erhadap RSURaden Mattaher Jambi yang telah ditetapkan sebagai
I Init Swadana Dnerah seharlaimana dinaksud di dalarn nase!-nasa!

. Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah tetap menyediakan dana
untuk menunjang operasional RSU Raden Mattaher Jambi;

(7) RSU Radqn,Mattaher Jambi Mengalokasikan dana bagi,keluarga
miskin dan dana untuk penunjang pelayanan;

(8) Pencairan dana yang bersumber dari APBD pelaksanaannya tetap
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengaturKeuanganDaerah. ,: ,,

Bagian Keempat
Penggunaan I)ana Swadana

Pasal 6

(l) Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai :

a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang
dar/atau jasa yang dibutuhkan;

' b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana RSU Raden '
Mattaher Jarnbi;

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di RSU Raden Mattaher
Jambi.

(2) .Penggunaan dana RSU Raden Mattraher Jambi untuk pembangunan
prasarana dirn sarana RSU Raden Mattaher Jambi harus teilebih
dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bagian Kelima
Pergeseran Anggarrn

Pasal .7

(1) RSU Raden Mattaher Jambi pada dasarnya:rdilarang melakukan
pergeseran anggaran beianja yang telah dilelapkan dalam DRK,
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(2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud,avat {1) pada
pasal ini hanya diperkenankan dalarn hal :

a. Biaya antar pasal dalam satu kelompok belanja ditetapkan oleh
Direkfur RSU Raden Mattaher Jambi ;

b, Biaya antar kelompok belanja harus dilaporkan kepada
Gubemur;

c. Pergeseran tersebut merupakan perubahan dana/perubahan
angga-ran,

(3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur dan
kernudian dituangkan dalam perubahan APBD , sesupi dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ,i,:

BagianKeenam
Penatausahaan Keuangan

Pasal I

(l) Penatausahaan Keuangan pada Biro Keuangan dan pada RSU Raden
Mattaher Jambi diatur sebagai berikut :

: fr." Penerimaan dan Pengeluaran RSU Raden Mattaher Jambi
dilakukan pada Buku Besar Penerimaan G fD dan Buku Besar

, Pengeluaran (B V) berdasarkan SPMU Pengesahan dan Daftar
Pembukuan Administrasi (DPA) yang dilengkapi dengan btukti-
bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan oleh
pejabat berwenangi 

., , , ,

b. Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum,{-ainnya RSU
Raden Mattaher Jambi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan
dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku
Penerimaan Sejenis dengan didukung bukti-bukti penerimaan
yang sah,



c'PeneiimaanFungsionaldan.Pene'rimaanUmum/LainnyaRSU
Raden l,fattafrer"lu*Ui u.tugaimana dimaksud pada'huruf b

puuJ fti pada kesernpatan pgrtlma segera diselgr sepenuhnya

ke rekening,unit swabanu risu Raden Mattaher J*robl di Bank

pembangunan Daerah {BPD) dan/atau Bank Pemerintah lainnya

v*"eJiri"l*;

d. Pengeluaran RSU Raden Mattaher Jryb!-nada Bendahararvan

p.#tu*n , di bukukan dalam Buku Kas umum atau Buku Kas

Pembanlu.

(2)PenatausahaanKeuanganRsURadenMattaherJambiselain\" 't 
;;;;il*" tungsiotial i1r penerimaan' 

'umum/lainn1a

'mengikuti ktt*i"* pengelolaan Keuungatt Daerah'

Bagian Ketujuh
Surat Perintah MembaYar Uang

Pasal 9

Setiap arval bulan selarnbat-lambatnya tangg"l ]9:(sepuluh) 
pada

bulan berikutnya RSU Raden Mattaher Jambi menyampaikan

Surat Pemyataan Pengesahan (SP2) kepada Biro Keuang?"l"Pq

diterbitkan SPMU fengesahan atas pengeluaran R'SU Raden

Ma{aher Jambi tiap-tiap bulan sebelumnya;

UntukPengesahanPengeluarandanaRsURadenMattaherJambi
nada Bulan Desem[er,ipz sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

;ffi ;ilir"*p"it* oleh RSU Raden.Mattaher Jambi selambat-

iutnUu*Vu 5 (lima) hari sebelum berakhirnya TahunAnggaran'

(3) SP2 sebagaimana dimaksud qud* ayat (i) dan aV11 (2) pasal
\- / 

supaya disampaikan dengan iapouun penerimaan sebelurrmya

Ur'tt*i-Uutti pengeluaran yang asli;

dana
tetap \

(1)

(2)

m1

dan

t0



(4) Atas laporan sebagaimana dirnaksud pada ay?t (3) pasal ini
setelah dilakukan Verifikasi, Biro Keuangan menerbitkan SPMU
pengesahan.

BagianKedelapan
Jasa Giro
Pasal 10

(l) Jasa Gro atas penempatan dana dari RSU Raden Mattaher Jambi
pada Bank BPD daplatau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk
merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke rekening Kas
Daerah;

i2) Bank BPD dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk
memindah bukukan Jasa Giro tersebut ke rekening Kas Daerah
setiap akhir bulan dan kepada Biro Keuangan disarnpaikan Nota
Kredit berkenaan.

Bagian Kesembilan
Sisa Kas
Pasalrll

Sisa Kas RSU Ra.den Mattaher Jambi yang ada pada akhir Tahun
Anggaran; dianggarkan sebagai penerimaan RSU Raden Mattaher Jambi
pada Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kesepuluh
Pertanggung jawaban Keupng4n

Paragraf 1

Atasan Langsung Bendaharawan
Pnsal 12

(1) Direktur dan/atau {ejabat RSU Raden Mattaher Jambi ditunjuk
sebagai ,itasarr Langsung Bendahrirawan 'Jau bertanggung jawal:
kepadaGubernur; 
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(2\ Atasan Langsung Bdfdahraw.an RSU Raden MattaheiJanbi setiap'\:/ 
fatr,rn p'ngg'ut*iiOitttupt utt denganKeputusan Gubeinur'

Paragraf 2
Bendaharawan

Pasal 13

(1)SetiapTahunAnggaranGubemurmenur{ukBendaharawan\^./ p*-i*a Bendahiriwan Rutin; Bendaharawan Proyek dan

Bendaharawan BarangRSU Raden Mattaher Jambi;

(2) Penunjukkan Bendaharawan sebagaimanu {rrnuk9$ 
pada ayat (1)\-/ 

;;;Jfu dilarang merangkap jabatan sebagai Bendaharawan lain'

(3) Peraturan perundang-undangan_mengenai kebendaharawanan tetap\ / 
berlaku uagi eenoatraravvan RSU Raden Mattaher Jambi.'

Bagian Kesebelas
Pengawasan Keuangan

Pasal 14

(1) Gubernur dengan dibantu oleh Badan Pengawas Daerah Propinsi

Jambi melakukan pengawasan secara. priodik pelaksanaan

' penggunaan danaRSU Raden Mattaher Jambi;

{2} Atasan Langsung Bendaharawan melakukan pengawasan melekat

terhadap Bendahirawan setiap bulan atau'selambat-lambatnya sekali

dalam i (tiga) bulan dengan membuat'berita Acara Pemeriksaan

Kas; : .

(3)Aparatpengawasanlainnyasecarafungsionalrhelakukan
pengawasan ierhadap pelaksanaan penggunaan dana Rsu Raden

ilnaiane, Jambi r.r*i dengan keteniuan peraturaii perundang-

undangan Yang irctlakri.
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Bagian Keduabelas
Laporan

asal 15

Setiap akhir Tahun Anggaran Diret*ur RSU :Raden Mattaher Jambi
menyampaikan laporan kepada .Gubernur dengan tembusan kepada
Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan
Menteri Kesehatan.

BAB TV
BIAYA

. Pasal 16

Besar Biaya Pelayanan RSU Raden Mattaher Jambi ditetapkan sesuai
dengan ketentiran Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomoi 10 Tahun
2001 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan padh RSU
Raden Mattaher Jambi.

. BABV
KERJA SAMA DNNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

(1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
RSU Raden Mattaher Jambi dapat melakukan kerja sarna dengan
pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

(2) Bentuk kerja sama dengan pihak ketrga sebalaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan
persetuj uan tertulis dari Gubernur
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BAB.VI: '

KEKAYAAN
Pasal 18

seluruh kekayaan daerah yang dimiliki Rsu Raden Mattaher Jambi

sebelurn dan sesudatr Ueitatunya Peraturan Daerah ini merupakan'

lekayaan daerah yang tidak dipisahkan

BAB YII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Selain Pegawai RSU Raden Mattaher Jambi yang diatur sesuai dengan

peraturan-kepegawaian:.yarg. be{1ku' Dnekfur ll-U- l"dtn Mattaher

;;bi dibenarkin untuk, mJirgu"4ul karyawan NU, T"a"n Mattaher

;ffi; r;;t a.r,guo t J.ttuh;;.i;tah mendapat persetujuan tertulis dari

Gubernur.

BAB VIII
ORGANISASI DAN T'ATA KERJA

Pasal 20

Organisasi dan tata kerja RSU.Raden Mattaher Jambi ditetapkan dengan

p.iu*ruo Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang' berlaku'

BAB D( i.

: rGrENrHilir"l""*n*

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini'

maka pefaturan tuitg ada masih- tetap berlaku- ppanjang tidak

i.r,*ntungun dengan kerentuan dalam Peraturan Daerah ini
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, BAB:X.,
KETENTUAN PENUTUP

Pasel 22

Hal-hal yang belum cukup diatur,dalam perailrian Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur. 

- -

.:
'..'

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya, memeri*ahkan p"ng*duog*
Perafuran Daerah ini dengan penempatannya dalam remuaran Daerah
Propinsi Jambi.

Ditetapkandi Jambi
pada tanggal l0 Desember 2001

. 
GUBEITNUR JAMBI

nd

H. ZTILKIFLI NURI}IN.;

Diundangkan d Jambi
Pada tanggal 12 Desember 200l

SEKRETARIS I}AERAH PROPINSI Jfu}IBI
. ; ,:

rtd

H. A. CHALIK SALEH

I FMBARAN DAERAH PROPTNSI IAMBI TAF{ITN ?OO1 NOMOR 25
SERI D NOMOR 21
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PANJELASAN
' A1T,A S

PERATURAN I}AERAE PRO"INSI JAMBI
. 'i NOMOR 20 TAHUN 2OO1

TENTANG

PENETAPA.T\{RUMAHSAKITUMUMRADENIVIATTAHERJAT'IBI
SEBAGAI TII{IT SWADANA

L PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari

pembanguaan f,t l.t nuy.l MTysia untuk mencapai Pembangunan

il;-h#" dibid.G,r--ir, sakiL diarahkan unruk meningkatkan

t.*p** ririi*" pembiayaan dalam upaya kernandirian tumah

'ut.it''.luinitudiharaplanpulapeningkatandanpengamanansaranadan prasarana rumah sakit'

Untuk menunjang kebrlaksanaan tersebut pmbiayaan rumah

sakit khususnya invJstasi yang semakin t*"1nettu1 
perlu

dikendatikan **"uru harmonis 
-dan 

terpadu kearah kebijaksanaan

anggaran yang berimbang dan dinamis'

' Melalui berbagai upaya penyempurnaan sistem peny$sunan

anggaran serta aOmi*strasi p*ngttol*n lt":"g:" 
'salah satu

terobosan y*g "f.* 
Jitempuh'dim-ana-RSq l"dti Mattahsr Jambi'

akan mengusuit uo untuk penetapan sebagpi unit swadana Daerah,

sebagaimanadiaturdenganKeppresNomor3STahunt99ljuncto
irpJtorun Menteri Dalam Negen Nomor 92 Tahun 1993 tentang

UnitSwadanaDaerahdanTatacaraPengelol.aanKeuangannya,
n*rrglngut Rsu Raden Mattaher Jarnbi merupakan salah satu unit

v*g"Utietrak dibidang ne]ayaryq j asa kesehuqn,lluk masvarakat

ul*rlri> maka RSi R#t; \iattahei Jambi dapat ditetapkan Sebagai

Unit Swadana Daerah'
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Penetapan RSU Ratlen Mattaher, ,,Jarnbi sebagai, Uhit
swadana Daerah merupakan kepercayaan dari pemerintah Daerah
untuk penggunaan keuangan yang diterima dari pendapatan
Fungsional dan Pendapatan umum/lainnya sebagaj tambahan biaya
operasional Rumah sakit. Perubahan status RSU Raden Mattaher
Jambi menjadi Uilit Swadana Daerah dengan dituntut adanya
Pengelolaan dan cara pandang rumah sakit yang semula. hanya
sekedar melaksanakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,
menjadi mengelola sendiri semua kegiatan perumah sakitan
disamping itu cara pandang semula hanya sebagai lembaga sosial
berubah menjadi lernbaga sosial ekonomi, dimana RSU Raden
Mattaher Jambi memperhitungkan aspek ekonominya demi
kelangsungan dalam rnemberikan pelayanan kesehatjn kepada
masvarakat

Disamping itu perlu adanya kebijaksanaan RSU Raden
Mattaher Jambi sebagai Unit Swadana Daerah yang didukung,oleh
suatu sistern pengelolaan keuangan yang mulai dari persiapan,
perencanaim, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan perubahan menjadi
unit swadana Daerah maka sumber pembiayaan yang dikelola oreh
RSU Raden Mattaher Jambi menjadi bertambah meningkat
jumlahnya sesuai dengan perkembangan pendapatan fungsional dan
pendapatan urnum/lainnya.

' Agar sumher-sunrber pembiayaan tersebut dapat digunakan
secara berhasil guna dan berdayaguna oleh rumah sakit, perlu
dilakukan pembenahan dalam sistem pembiayaan rumah iakit,
khususnya dalam mengorganisasikan pe-rencanaan anggaran,
mengendalikan pengeluaran biaya secara terpadu serta mengkaitkan
perencanaan anggaran biaya dengan penerimaan rumah sakit yang
bersumber dari masyarakat.

17



II. PDNJ.ELASAN}ASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2

CukuP jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 6 ayat(1)

. 
Cukup jelas

Pasal'7 ayat (1)
CukuP jelas

Pasal I ayat(1)
Cukup je$s

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 4 (2)
yang dimaksud dengan satuan Kerla Daerah la]nnya.adalah

Dina-s terkait dengan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher

Jambi.

Pasal 5 ayat (6)
', T.rirudap RSU Radeh Mattaher Jambi yang telah ditetapkan

rnenjadi unit swadana Pemerintah Daeryh tetap menyediakan

dana untuk kelas II dan III.
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Pasal 10 ayat (1)
Cukup.ielas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
' Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukupjelas
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Pasal 2l
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

I . .r ,:',
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